BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa perdamaian dibuat sebelum sengketa terjadi dan/atau saat sengketa
tersebut diperiksa di pengadilan dan akta tersebut dibuat secara tertulis.
Secara tertulis dalam hal ini dapat dibuat dalam bentuk dibawah tangan
atau dibuat secara otentik. Perjanjian perdamaian di luar persidangan
sebaiknya dilakukan dalam bentuk akta otentik, guna nantinya apabila
diajukan gugatan ke pengadilan, akta tersebut mempunyai kekuatan bukti
yang sempurna. Isi akta tersebut dianggap benar dan hakim harus
memercayai apa yang ditulis didalamnya. Akta tersebut hanya dapat
dilemahkan apabila terdapat bukti perlawanan yang kuat.
Sebagai suatu akta yang otentik maka akta notaris itu memiliki kekuatan
pembuktian yang lengkap. Bukti lengkap ialah bukti yang sedemikian
sehingga hakim memperoleh kepastian yang cukup (genoegzaam) untuk
mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, tanpa
mengurangi kemungkinan ada bukti tentang kebalikannya. Untuk akta
notaris adalah akta otentik yang memiliki ketiga jenis pembuktian, yaitu:
kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan
pembuktian materiil.
Akta dibawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian secara
formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (bukti pengakuan),
yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan
dibenarkan pula. Akan tetapi secara materiil, kekuatan pembuktian akta
dibawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siapa
pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan
pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian bebas). Jadi
akta dibawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti
tertulis.
Akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan

kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang
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mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan
dibawah surat itu benar berasal dari dan dibubuhkan oleh orang yang
namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda
tangan dibawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak,
atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah
dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak
membubuhkan tanda tangannya dihadapan notaris tersebut.

Perbedaan akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh pejabat yang
berwenang untuk itu dan akta dibawah tangan yang tidak dilegalisasi
adalah bahwa surat dibawah tangan yang dilegalisasi mempunyai tanggal
yang pasti tanda tangan yang dibubuhkan dibawah surat itu benar berasal
dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan
orang membubuhkan tanda tangannya dibawah surat itu tidak lagi dapat
mengatakan, bahwa ia tidak mengetahui apa isi surat itu, oleh karena
isinya telah terlebih dahulu dibacakan kepadanya, sebelum itu ia
membubuhkan tanda tangannya dihadapan pejabat itu itu.

. Penetapan putusan hakim berupa akta perdamaian yang telah dibacakan
dalam sidang maka perselisinan atau persengketaan yang telah terjadi
antara para pihak dinyatakan menjadi berakhir dengan putusan perdamaian
dan untuk selanjutnya akta perdamaian menjadi putusan tersebut adalah
mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maka setiap putusan
perdamaian harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan
dalam putusan perdamaian dalam perkara yang bersangkutan.

Kesepakatan perdamaian tersebut didapatkan dari hasil mediasi di
pengadilan, maka kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan menjadi
akta perdamaian yang dimana akta perdamaian tersebut menjadi kekuatan
hukum tetap berupa putusan perdamaian.

Dan apabila kesepakatan perdamaian yang dibuat para pihak secara
mediasi di luar pengadilan, maka kesepakatan perdamaian dituangkan ke
dalam akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dan/atau akta dibawah

tangan yang dilegalisasi oleh dan dihadapan notaris, yang kemudian

69



diajukan gugatan yang nantinya dibuatkan akta perdamaian oleh hakim
yang memeriksa perkara tersebut.

Tanggungjawab para pihak dalam akta perdamaian, yaitu: mempunyai
kekuatan hukum tetap, tertutup upaya banding dan kasasi, memiliki
kekuatan eksekutorial.

Putusan perdamaian memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagaimana
akta autentik lainya yang memiliki kekuatan pembuktian formal, kekuatan
pembuktian materiil dan kekuatan mengikat. Sehingga apabila hakim
menjatuhkan memutus perkara dengan akta perdamaian dengan amar
putusan menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi
kesepakatan perdamaian, yang mempunyai kekuatan eksekutorial sebagai
konsekuensi yuridisnya, apabila akta perdamaian tersebut tidak
dilaksanakan oleh salah satu pihak, pihak yang dirugikan berhak meminta

eksekusi kepada ketua pengadilan.

B. Saran

1. Perdamaian bisa menjadi alternatif utama pihak yang bersengketa,
sehingga tidak ada penyelesaian sengketa yang berlarut-larut. Hal tersebut
memerlukan kesungguhan dari para profesi hukum dalam menjembatani
pihak bersengketa guna mewujudkan nilai keadilan bersama tanpa adanya
perselisihan dikemudian hari. Hendaknya bagi para pihak yang
bersengketa menempuh alternatif penyelesaian sengketa secara damai
melalui mediasi dan menuangkannya kedalam akta otentik yang dibuat
dihadapan notaris. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna, yang berarti bahwa segala yang menjadi isi akta tersebut
dianggap benar.

2. Para pihak yang bersengketa baiknya membuat akta perdamaian yang
dibuatkan oleh hakim agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan
memiliki kekuatan eksekutorial. Para pihak yang menempuh penyelesaian
sengketa melalui perdamaian hendaknya memenuhi kewajibannya masing-
masing dengan itikad baik dan menjalankan kesepakatan yang sudah

disepakati sehingga tidak menimbulkan sengketa baru diantara para pihak.
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